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Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak Nasional, bahwa Pertamina sebagai pemegang kuasa atas penambangan minyak dan
gas bumi dari pemerintah Rl dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pelaksanaannya
sepanjang dilakukan dengan cara Kontrak Production Sharing (KPS). Salah satu aspek yang menonjol daiam
sistem KPS adalah adanya kewajiban bagi kontraktor untuk mengeluarkan biayaterlebih dahulu dan
pemerintah RI akan mengakui keberadaan biaya tersebut apabila kontraktor telah berhasil menemukan
cadangan minyak. Cost recovery yang merupakan biaya yang telah diakui pemerintah dan sekaligus
merupakan biaya pemulihan dari pemerintah RI kepada Kontraktor, dalam pel aksanaannya akan
diperhitungkan sebagai pengurang crude oil yang berarti akan menentukan terhadap bagian masing-masing
pihak.

Metodelogi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis dengan
menggunakan metode pengumpulan data berupa studi |apangan melalui wawancara mendalam dan data
dokumenter serta studi kepustakaan.

Dalam pel aksanaannya ternyata cost recovery telah ditetapkan dengan tidak memperhatikan pertimbangan
ekonomis, terbukti dengan tidak adanya pembatasan terhadap besarnya pengembalian cost oil oleh
pemerintah. Begitu pula secara akuntansi, terjadi penyimpangan dalam melakukan penghitungan penyusutan
aktivatetap. Dan dilihat dari aspek perpajakan ternyatatidak diperhitungkan baik dari aspek pertambahan
penghasilan Kontraktor rnaupun sebagai penambah deductible expense. Penetapan cost recovery pada KPS
Indonesia dibandingkan dengan yang berlaku di beberapa negara, ternyata jauh Iebih murah dari negara
lainnya yang mel aksanakan pengusahaan migas melalui kerja sama KPS,

Dengan berpokok pangkal pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa cost
recovery telah ditetapkan menyimpang dari ketentuan normatif namun sesuai dengan ketentuan hukum
positif yang daiam hal ini kontrak dan peraturan pendukungnya. Akibatnya, pengaruh cost recovery tidak
nampak jelas terhadap penerimaan pajak. Padahal secara normatif cost recovery mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap penerimaan pajak.
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